Strategic Triangle Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Pesantren: Studi Kasus Koperasi Al Iqtishod Lil Muamalah Mawaddah Syariah Jawa Timur
Abdurrahman Rifki¹, Maqbul Sholeh1
¹Program Studi Manajemen Dakwah, IAI Miftahul Ulum Pamekasan, Indonesia.
 rrifkiunozero@gmail.com 
ABSTRAK
KSPPS berbasis pesantren merupakan organisasi hibrida yang mengemban mandat ganda, yaitu fungsi bisnis melalui Baitul Tamwil dan fungsi sosial-keagamaan melalui Baitul Maal, sehingga ketegangan antara orientasi keberlanjutan usaha dan misi sosial menjadi tantangan manajerial yang khas. Penelitian ini menganalisis keseimbangan tiga elemen Strategic Triangle — legitimacy and support, public value, dan operational capacity — pada Koperasi Al Iqtishod Lil Muamalah Mawaddah Syariah Jawa Timur (BMT Mawaddah) dengan pendekatan studi kasus kualitatif deskriptif berbasis dokumen Laporan Pertanggungjawaban RAT Tahun Buku 2025. Analisis isi dilakukan secara terstruktur sesuai kategori Strategic Triangle dan dilanjutkan dengan telaah keseimbangan antarelemen. Temuan menunjukkan bahwa BMT Mawaddah memiliki legitimasi berlapis (hukum, keagamaan, dan akuntabilitas publik) serta kapasitas operasional yang relatif memadai, namun perlambatan pertumbuhan keanggotaan mengindikasikan potensi ketimpangan pada elemen penciptaan nilai publik, khususnya dari sisi perluasan jangkauan (outreach). Penelitian ini berkontribusi memperluas aplikasi kerangka Strategic Triangle ke konteks organisasi hibrida berbasis nilai keagamaan di Indonesia, sekaligus menyediakan basis empiris bagi pengurus koperasi syariah berbasis pesantren untuk mengevaluasi keseimbangan strategis kelembagaannya secara lebih transparan dan reflektif.
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ABSTRACT
Pesantren-based KSPPS are hybrid organizations that carry a dual mandate: a business function through Baitul Tamwil and a socio-religious function through Baitul Maal. The tension between sustainability and social mission creates unique managerial challenges, yet Moore’s Strategic Triangle framework—commonly applied in public sector organizations—has rarely been tested in the context of Islamic microfinance institutions in Indonesia. This study analyzes the balance of the three elements of the Strategic Triangle—legitimacy and support, public value, and operational capacity—at Koperasi Al Iqtishod Lil Muamalah Mawaddah Syariah Jawa Timur (BMT Mawaddah). Using a qualitative descriptive case study approach, the primary data source is the Annual Accountability Report (RAT) for the 2025 fiscal year, including reports from management, supervisory boards, the Sharia Supervisory Board, and audited financial statements. Content analysis was conducted systematically within the three categories of the Strategic Triangle, followed by an assessment of their interrelationships. Findings indicate that BMT Mawaddah enjoys layered legitimacy (legal, religious, and public accountability) and relatively adequate operational capacity, yet the slowdown in membership growth suggests potential imbalance in the creation of public value, particularly in terms of outreach. This study contributes to extending the application of the Strategic Triangle to faith-based hybrid organizations in Indonesia, while also providing an empirical basis for cooperative leaders to critically evaluate the strategic equilibrium of their institutions.
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I. PENDAHULUAN
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)—atau yang lebih populer disebut Baitul Maal wat Tamwil (BMT)—telah menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang tumbuh signifikan di lingkungan pesantren Indonesia. BMT berbeda dari lembaga keuangan mikro konvensional karena mengemban dua fungsi sekaligus dalam satu entitas: Baitul Tamwil yang berorientasi bisnis melalui penghimpunan dan penyaluran dana secara produktif, serta Baitul Maal yang berorientasi sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) (Soelton et al., 2021). Karakter dwifungsi ini menempatkan BMT sebagai organisasi hibrida (hybrid organization) yang harus menyeimbangkan dua logika institusional yang berbeda: logika pasar yang menuntut efisiensi dan profitabilitas, serta logika filantropi-keagamaan yang menuntut keberpihakan sosial (Anwar et al., 2023).
Paradoks antara kedua orientasi tersebut menjadi tantangan manajerial klasik pada organisasi hibrida. Pertanyaan mendasar muncul: bagaimana organisasi semacam ini mendefinisikan nilai yang hendak diciptakannya, dari mana ia memperoleh legitimasi dan dukungan para pemangku kepentingan, serta bagaimana kapasitas operasionalnya mendukung pencapaian nilai tersebut. Kerangka Strategic Triangle yang dikembangkan oleh Moore (1995) menawarkan alat analisis yang relevan untuk menjawab pertanyaan ini, karena secara eksplisit menempatkan keseimbangan antara public value, legitimacy and support, dan operational capacity sebagai syarat keberhasilan strategi organisasi.
Kerangka ini pada mulanya dikembangkan untuk konteks manajemen sektor publik di negara maju dan telah banyak diaplikasikan pada organisasi pemerintah maupun organisasi nirlaba di lingkungan Barat. Aplikasinya pada konteks lembaga keuangan syariah berbasis pesantren di Indonesia—yang memiliki struktur legitimasi berlapis (hukum negara, fatwa syariah, dan otoritas kultural pesantren) serta model penciptaan nilai yang menggabungkan dimensi ekonomi dan dimensi ibadah sosial—masih jarang dieksplorasi dalam literatur akademik nasional. Kekosongan ini menjadi celah (gap) yang hendak diisi oleh penelitian ini.
Koperasi Al Iqtishod Lil Muamalah Mawaddah Syariah Jawa Timur, yang dikenal dengan nama BMT Mawaddah, dipilih sebagai objek studi karena merepresentasikan karakteristik tersebut secara eksplisit. Koperasi ini berbadan hukum sejak tahun 1994, bernaung di bawah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen, Pamekasan, dan pada Tahun Buku 2025 tercatat memiliki 47.547 anggota, mengelola total aset senilai Rp421.722.855.436, serta beroperasi melalui 18 kantor cabang yang tersebar di wilayah Pamekasan, Sampang, dan Pandaan. Pada tahun yang sama, koperasi ini juga menyelesaikan proses transisi kelembagaan dari koperasi konsumen menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), mengikuti anjuran Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur dan ketentuan Kementerian Koperasi dan UKM.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan empat pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian, yaitu bagaimana BMT Mawaddah membangun legitimasi dan dukungan dari para pemangku kepentingannya yang beragam; bagaimana organisasi ini mendefinisikan dan menciptakan nilai publik dalam operasionalnya pada dimensi ekonomi maupun sosial-keagamaan; bagaimana kapasitas operasionalnya mendukung pencapaian nilai publik tersebut; serta apakah ketiga elemen Strategic Triangle berada dalam kondisi seimbang atau justru timpang dan berpotensi mengancam keberlanjutan strategi organisasi. Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam kondisi nyata dari ketiga elemen Strategic Triangle pada BMT Mawaddah yang datanya bersumber dari Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025, serta mengevaluasi tingkat keseimbangan di antara ketiga elemen tersebut guna menentukan apakah ketiganya telah berjalan sinergis atau justru timpang, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan landasan objektif dalam menilai kesehatan strategi kelembagaan organisasi. Dari sisi kontribusi, penelitian ini menawarkan dua manfaat utama: secara teoretis, studi ini memperluas aplikasi kerangka Strategic Triangle ke dalam konteks organisasi hibrida berbasis nilai keagamaan di Indonesia, sebuah ranah yang secara empiris masih terbatas dieksplorasi jika dibandingkan dengan penerapannya pada organisasi sektor publik sekuler; secara empiris, penelitian ini menyediakan data primer yang bersumber dari dokumen resmi pertanggungjawaban organisasi—sebuah bahan analisis yang relatif jarang diakses dan dikaji secara akademis dibandingkan dengan data sekunder atau survei persepsi pada umumnya. Terakhir, penelitian ini juga dapat dibaca sebagai kajian pelengkap (companion study) dari riset sejenis yang menerapkan kerangka Strategic Triangle pada organisasi dakwah berbasis komunitas, sehingga secara kolektif turut membangun pemahaman yang lebih utuh mengenai penerapan teori nilai publik dalam ekosistem organisasi sosial-keagamaan Islam di Indonesia.
TINJAUAN PUSTAKA
Strategic Triangle (Mark H. Moore)
Moore (1995) mengembangkan kerangka Strategic Triangle sebagai alat bantu bagi manajer sektor publik dalam merumuskan dan mengeksekusi strategi organisasi. Kerangka ini terdiri atas tiga elemen yang saling terkait:
1. Public value, yaitu definisi mengenai nilai atau manfaat yang hendak diciptakan organisasi bagi publik yang dilayaninya.
2. Legitimacy and support, yaitu sumber-sumber otorisasi dan dukungan yang memungkinkan organisasi menjalankan mandatnya, baik dari otoritas formal, konstituen, maupun pemangku kepentingan lain.
3. Operational capacity, yaitu kapasitas internal organisasi—meliputi sumber daya manusia, sistem, dan proses—yang diperlukan untuk mewujudkan nilai publik yang telah didefinisikan.
Moore menekankan bahwa strategi organisasi hanya dapat dikatakan layak (viable) apabila ketiga elemen tersebut berada dalam kondisi selaras; ketimpangan pada salah satu elemen akan melemahkan efektivitas strategi secara keseluruhan.
Organisasi Hibrida dan Lembaga Keuangan Sosial-Keagamaan
BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki karakter dwimandat: mandat bisnis melalui fungsi Baitul Tamwil dan mandat sosial melalui fungsi Baitul Maal. Karakter ini menempatkan BMT dalam kategori organisasi hibrida yang harus menegosiasikan dua logika institusional yang berbeda—logika pasar dan logika filantropi (Battilana & Lee, 2014). Dalam konteks keislaman, dwimandat ini dapat dipahami melalui kerangka maqashid syariah, khususnya prinsip hifz al-mal (perlindungan dan pengembangan harta) yang menuntut pengelolaan dana secara produktif dan bertanggung jawab, sekaligus prinsip ta'awun (tolong-menolong) yang mendorong redistribusi nilai kepada kelompok yang membutuhkan (Ascarya et al., 2018).
C. Dewan Pengawas Syariah sebagai Mekanisme Legitimasi Ganda
Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah, termasuk KSPPS, diwajibkan oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 sebagai mekanisme pengawasan kepatuhan syariah yang melapor kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). [CATATAN EDITOR: Peraturan ini berstatus tidak berlaku dan telah digantikan oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Mohon diverifikasi apakah kewajiban DPS tetap dipertahankan dalam regulasi pengganti tersebut, lalu perbarui rujukan pada kalimat ini dan pada entri Daftar Pustaka sebelum naskah disubmit.] Dalam kerangka Strategic Triangle, DPS dapat dipahami tidak semata sebagai fungsi kepatuhan (compliance), melainkan sebagai elemen legitimacy and support tersendiri—legitimasi yang bersumber dari otoritas keagamaan berdampingan dengan legitimasi formal-hukum dari regulator negara. Keberadaan dua sumber legitimasi yang berjalan paralel ini menjadi ciri khas organisasi keuangan syariah yang tidak ditemukan pada organisasi sektor publik sekuler yang menjadi konteks asal kerangka Moore.
D. Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian telah menerapkan kerangka Strategic Triangle dalam berbagai konteks. Alford & Greve (2017) mengaplikasikannya pada organisasi nirlaba di Australia, sementara Bryson et al. (2014) mengintegrasikannya dengan teori pemangku kepentingan dalam konteks pemerintahan lokal. Di Indonesia, penerapan kerangka ini masih terbatas pada organisasi sektor publik seperti pemerintah daerah dan badan layanan umum. Penelitian oleh Anwar et al. (2023) menyoroti peran BMT dalam pemberdayaan UMKM tetapi tidak secara eksplisit menggunakan kerangka Strategic Triangle. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah dengan menerapkan kerangka Moore pada organisasi keuangan syariah berbasis pesantren.

III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (single case study) yang bersifat deskriptif-eksploratif. Pemilihan desain studi kasus didasarkan pada tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam perwujudan dan interaksi antarketiga elemen Strategic Triangle dalam konteks organisasi yang spesifik, bukan untuk menggeneralisasi temuan secara statistik. Objek penelitiannya adalah Koperasi Al Iqtishod Lil Muamalah Mawaddah Syariah Jawa Timur (BMT Mawaddah), yang berkedudukan di Jalan Raya Palengaan Km. 11, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dengan Badan Hukum Nomor 7754/BH/II/1994.
Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen primer, yaitu Laporan Tahunan Pengurus, Pengawas, Pengawas Syariah, serta Rencana Kerja-Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RK-RAPBK) yang disusun untuk Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-26 Tahun Buku 2025, yang diselenggarakan pada 9 Mei 2026 di Auditorium Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen. Dokumen-dokumen tersebut tergolong komprehensif karena mencakup laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan dana zakat-infak-sedekah yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Moh. Wildan & Adi Darmawan, serta dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan, analisis rasio tingkat kesehatan koperasi, laporan pertanggungjawaban Pengawas, dan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah.
Untuk mengolah data dari dokumen-dokumen tersebut, penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis) terstruktur. Seluruh data dipetakan ke dalam tiga kategori utama Strategic Triangle—yakni legitimacy and support, public value, dan operational capacity—dengan menggunakan matriks koding deduktif yang dikembangkan dari definisi konseptual Moore (1995). Setelah proses pemetaan selesai, dilakukan analisis keseimbangan (balance analysis) untuk menilai relasi timbal balik antarketiga elemen sekaligus mengidentifikasi potensi ketegangan yang mungkin timbul di antara elemen-elemen tersebut, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar evaluasi kesehatan strategi kelembagaan BMT Mawaddah.
Meskipun dirancang secara sistematis, penelitian ini tetap memiliki keterbatasan metodologis yang perlu dinyatakan secara eksplisit. Pertama, karena data bersumber dari laporan pertanggungjawaban yang disusun sendiri oleh organisasi (self-reported data), terdapat potensi bias positif dalam penyajian capaian kinerja. Kedua, penggunaan data yang hanya mencakup satu tahun buku (cross-sectional) menjadikan klaim mengenai tren—misalnya pertumbuhan keanggotaan atau kepatuhan syariah—bersifat indikatif dan memerlukan konfirmasi melalui data historis multi-tahun sebelum dapat digeneralisasi sebagai pola jangka panjang. Ketiga, penelitian ini tidak melibatkan triangulasi melalui wawancara dengan pengurus, karyawan, atau anggota, sehingga interpretasi atas data dokumen sepenuhnya bersandar pada perspektif peneliti tanpa adanya konfirmasi langsung dari para aktor di lapangan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis dokumen menunjukkan bahwa BMT Mawaddah membangun legitimasi melalui empat jalur yang berjalan paralel.
Legitimasi Hukum Formal
Koperasi ini telah berbadan hukum sejak 17 Mei 1994 dengan Nomor 7754/BH/II/1994, dan pada 27 Januari 2017 melakukan perubahan anggaran dasar sekaligus beralih status pembinaan dari Dinas Koperasi Kabupaten Pamekasan menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun Buku 2025, koperasi juga menuntaskan transisi kelembagaan dari koperasi konsumen menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), sejalan dengan anjuran regulator. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap kerangka regulasi yang berlaku dan komitmen untuk mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah.
Legitimasi Keagamaan-Syariah
Struktur organisasi memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang independen dari jajaran Pengurus dan Pengawas umum, terdiri atas satu koordinator dan dua anggota, yang memberikan opini syariah tahunan atas seluruh lini produk—mudharabah, murabahah, rohn, bai' wafa, dan qardh. Laporan DPS Tahun Buku 2025 menyatakan bahwa secara keseluruhan operasional BMT Mawaddah telah memenuhi ketentuan syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI. Namun, DPS turut mencatat masih ditemukannya sejumlah kasus penyimpangan penerapan akad di tingkat operasional cabang, yang menunjukkan bahwa kepatuhan syariah masih memerlukan pengawasan yang lebih ketat di level implementasi.
Legitimasi Akuntabilitas Publik
Laporan keuangan koperasi diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen, Moh. Wildan & Adi Darmawan, yang memberikan opini "Wajar Dengan Pengecualian" (WDP) atas Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2024. Pengecualian tersebut secara spesifik berkaitan dengan belum diterapkannya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bab 24 tentang Kewajiban Perpajakan. Temuan ini penting untuk dicatat: opini WDP menunjukkan bahwa legitimasi akuntabilitas BMT Mawaddah belum berada pada tingkat optimal, dan bukan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana yang idealnya menjadi standar lembaga keuangan yang menghimpun dana publik dalam skala besar. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang mendesak bagi pengurus untuk segera menyesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku.
Legitimasi Sosial-Kultural
BMT Mawaddah beroperasi di bawah naungan kultural Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen, dengan Pembina yang dijabat oleh figur otoritas pesantren, RKH. Mohammad Muddatstsir Badruddin. Legitimasi kultural ini tercermin pula pada keputusan strategis penyerahan pengelolaan usaha riil (toko modern) kembali kepada pesantren, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Hasil RAT Tahun Buku 2024. Keputusan ini menunjukkan bahwa otoritas pesantren memiliki peran nyata dalam pengambilan keputusan strategis koperasi, bukan sekadar simbolis.
Legitimasi dari Konstituen (Anggota)
Sebagai indikator kuantitatif legitimasi dari sisi konstituen, Tabel 1 menyajikan data keanggotaan dan pertumbuhannya.
Tabel 1. Pertumbuhan Keanggotaan BMT Mawaddah Tahun Buku 2025
	Keterangan
	Jumlah (orang)
	Persentase

	Anggota lama (2024)
	47.093
	—

	Anggota masuk (2025)
	454
	+0,96%

	Anggota keluar (2025)
	0
	0%

	Jumlah anggota (2025)
	47.547
	—


Sumber: Laporan Pengurus RAT Tahun Buku 2025
Pertumbuhan anggota sebesar 0,96% pada tahun 2025 tergolong rendah untuk ukuran lembaga keuangan mikro dengan basis anggota yang sudah sangat besar (di atas 47 ribu orang). Data ini perlu dibaca secara berimbang: di satu sisi, tingkat retensi sempurna (nol anggota keluar) mengindikasikan kepercayaan dan loyalitas anggota eksisting yang tinggi terhadap koperasi; di sisi lain, laju pertumbuhan anggota baru yang melambat berpotensi menandakan saturasi pasar di wilayah kerja eksisting atau melemahnya intensitas strategi akuisisi anggota baru.
Perlu dicatat bahwa dokumen RK-RAPBK Tahun 2026 menetapkan target jumlah anggota sebesar 40.000 orang—angka yang berada di bawah realisasi anggota tahun 2025 sebesar 47.547 orang. Diskrepansi ini kemungkinan besar merupakan kekeliruan penulisan pada dokumen sumber (misalnya keliru mencantumkan target anggota baru sebagai target total anggota). Namun, karena penelitian ini tidak melakukan konfirmasi langsung kepada pengurus koperasi, temuan ini disajikan sebagai catatan yang memerlukan verifikasi lanjutan.
Public Value
Sejalan dengan karakter dwimandatnya, BMT Mawaddah menciptakan nilai publik pada dua dimensi yang berbeda namun saling terkait: dimensi ekonomi dan dimensi sosial-keagamaan.
Dimensi Ekonomi
Pada dimensi ekonomi, koperasi membukukan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak sebesar Rp5.082.423.330 pada Tahun Buku 2025, dengan total aset yang tumbuh dari Rp369.158.946.105 (2024) menjadi Rp421.722.855.436 (2025), meskipun SHU itu sendiri mengalami penurunan nominal dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp5.534.972.012. Total modal sendiri koperasi mencapai Rp53.104.611.599, yang seluruhnya berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan umum, dan SHU anggota.
Pertumbuhan aset sebesar 14,24% menunjukkan ekspansi operasional yang sehat, namun penurunan SHU sebesar 8,18% mengindikasikan adanya tekanan pada profitabilitas yang perlu dicermati. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan biaya operasional, penurunan margin, atau peningkatan pembiayaan bermasalah yang memerlukan analisis lebih lanjut.
Dimensi Sosial-Keagamaan
Pada dimensi sosial-keagamaan, Laporan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) mencatat penerimaan sebesar Rp2.179.296.000 pada tahun 2025, yang bersumber dari koperasi (Rp1.460.000.000), anggota (Rp165.306.000), dan sumber lainnya (Rp97.865.000). Dana tersebut disalurkan sebesar Rp1.620.460.000, baik secara langsung maupun melalui lembaga mitra seperti Yayasan Almiftah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan. Rasio penyaluran terhadap penerimaan mencapai 74,35%, menunjukkan efektivitas distribusi yang cukup baik.
Paradoks antara Dimensi Ekonomi dan Sosial
Ketegangan antara dimensi ekonomi dan sosial tampak nyata pada keputusan strategis spin-off Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) menjadi entitas KSPPS tersendiri, yang diikuti dengan penyerahan pengelolaan usaha riil (toko modern) sepenuhnya kepada Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen. Keputusan ini dapat dibaca sebagai bentuk penataan ulang penciptaan nilai publik: koperasi memfokuskan diri pada nilai ekonomi melalui bisnis inti simpan pinjam syariah, sembari melepas fungsi usaha riil non-inti kembali ke ranah otoritas pesantren yang secara historis dan kultural lebih berwenang mengelolanya. Langkah ini konsisten dengan prinsip Strategic Triangle bahwa organisasi perlu mendefinisikan secara jelas dan fokus mengenai nilai publik apa yang hendak diciptakannya, alih-alih menyebar sumber daya pada terlalu banyak lini usaha yang tidak selaras dengan kapasitas inti.
Operational Capacity
Kapasitas operasional BMT Mawaddah dapat dinilai dari empat aspek: struktur sumber daya manusia, jaringan kelembagaan, kesehatan keuangan, dan intensitas tata kelola.
Sumber Daya Manusia
Dari sisi sumber daya manusia, koperasi dikelola oleh satu Manajer Umum, dua Manajer Area, 18 Kepala Cabang, dan 124 karyawan, dengan struktur manajerial berjenjang yang memungkinkan pengawasan operasional di tingkat cabang. Rasio karyawan terhadap cabang (6,89 karyawan per cabang) menunjukkan adanya kapasitas yang memadai untuk operasional harian, meskipun idealnya perlu dievaluasi berdasarkan beban kerja dan kompleksitas masing-masing cabang.
Jaringan Kelembagaan
Dari sisi jaringan kelembagaan, koperasi mengoperasikan 18 kantor pelayanan yang tersebar di Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan wilayah Pandaan, dengan kantor utama berkedudukan di kompleks Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen. Jaringan yang tersebar di tiga wilayah ini memungkinkan jangkauan layanan yang luas, namun juga menuntut sistem koordinasi dan pengendalian yang efektif untuk memastikan konsistensi kualitas layanan dan kepatuhan syariah di seluruh cabang.
Kesehatan Keuangan
Tabel 2 menyajikan ringkasan rasio tingkat kesehatan koperasi berdasarkan hasil analisis rasio dalam Laporan Pengurus.
Tabel 2. Ringkasan Rasio Tingkat Kesehatan Koperasi per 31 Desember 2025
	Aspek
	Rasio
	Kategori

	Modal sendiri terhadap total aset
	12,59%
	Permodalan

	Modal sendiri terhadap pinjaman diberikan
	23,60%
	Permodalan

	Kredit non-lancar (NPL)
	4,74%
	Kualitas Aset

	SHU sebelum pajak terhadap pendapatan operasional
	16,61%
	Rentabilitas

	SHU sebelum pajak terhadap total aset
	1,21%
	Rentabilitas

	Beban operasional terhadap pendapatan operasional
	61,55%
	Rentabilitas

	Pinjaman diberikan terhadap dana diterima
	64,31%
	Likuiditas


Sumber: Laporan Pengurus RAT Tahun Buku 2025, bagian Analisis Rasio
Rasio NPL sebesar 4,74% berada dalam batas yang secara umum dianggap wajar untuk lembaga keuangan mikro. Namun, penilaian ini idealnya dibandingkan dengan ambang batas resmi yang ditetapkan regulator (Kementerian Koperasi dan UKM atau Otoritas Jasa Keuangan) untuk kategori KSPPS. Rasio modal sendiri terhadap total aset sebesar 12,59% menunjukkan struktur permodalan yang masih didominasi oleh dana pihak ketiga (simpanan anggota dan dana syirkah temporer), sebuah karakteristik umum pada lembaga keuangan mikro, namun tetap relevan untuk dicermati sebagai indikator ketergantungan terhadap kepercayaan eksternal.
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional sebesar 61,55% menunjukkan efisiensi operasional yang relatif baik, dengan masih tersisanya margin 38,45% untuk SHU dan cadangan. Rasio pinjaman diberikan terhadap dana diterima sebesar 64,31% mengindikasikan likuiditas yang cukup sehat, dengan masih tersedianya dana untuk penyaluran pembiayaan lebih lanjut.
4. Intensitas Tata Kelola
Dari sisi intensitas tata kelola, koperasi menyelenggarakan rapat anggota dua kali, rapat pengurus 18 kali, rapat pengawas 13 kali, rapat gabungan pengawas dan pengurus tujuh kali, serta rapat bulanan pengurus dan kepala cabang 12 kali sepanjang tahun. Intensitas pertemuan yang tinggi ini menunjukkan komitmen pada tata kelola yang partisipatif dan akuntabel.
Dokumen Laporan Pengurus juga mencantumkan angka "rapat komite" sebanyak 2.712 kali dalam setahun. Angka ini tidak disertai penjelasan metodologis mengenai unit penghitungannya—apakah dihitung per cabang secara agregat atau sebagai rapat tunggal di tingkat pusat—sehingga penelitian ini tidak menjadikannya sebagai indikator kuantitatif utama kapasitas tata kelola tanpa klarifikasi lebih lanjut dari pengurus koperasi.
D. Analisis Keseimbangan Strategic Triangle
Sintesis atas ketiga elemen menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya seimbang. Tabel 3 menyajikan ringkasan analisis keseimbangan.
Tabel 3. Analisis Keseimbangan Strategic Triangle BMT Mawaddah
	Elemen
	Kekuatan
	Kelemahan/Indikasi Ketimpangan

	Legitimacy and Support
	Legitimasi berlapis: hukum, keagamaan, kultural; retensi anggota 100%
	Opini audit WDP (belum optimal); pertumbuhan anggota lambat (0,96%)

	Public Value
	Nilai ekonomi: aset tumbuh 14,24%; nilai sosial: penyaluran ZIS 74,35%
	SHU menurun 8,18%; pertumbuhan anggota melambat

	Operational Capacity
	Struktur manajerial berjenjang; 18 cabang; rasio keuangan sehat
	Potensi kelemahan koordinasi antar cabang; klaim rapat komite tidak terverifikasi



Kekuatan Relatif
Elemen legitimacy and support tergolong kuat dan berlapis, didukung oleh legitimasi hukum, keagamaan, dan kultural yang saling memperkuat. Tingkat retensi anggota 100% menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari konstituen eksisting. Elemen operational capacity juga tergolong memadai, tercermin dari struktur manajerial berjenjang, jaringan 18 kantor cabang, dan rasio kesehatan keuangan yang secara umum berada dalam kategori wajar.
Indikasi Ketimpangan
Namun demikian, elemen public value menunjukkan indikasi ketimpangan pada dua dimensi:
· Dimensi pertumbuhan dan perluasan jangkauan (outreach growth): Laju pertumbuhan anggota hanya 0,96% pada tahun 2025, yang tergolong rendah untuk lembaga keuangan mikro.
· Dimensi profitabilitas: Penurunan nominal SHU sebesar 8,18% dibandingkan tahun sebelumnya memerlukan perhatian, meskipun total aset meningkat.
Selain itu, opini audit "Wajar Dengan Pengecualian" menunjukkan bahwa legitimasi akuntabilitas publik organisasi masih memiliki ruang perbaikan, khususnya terkait penerapan standar akuntansi kewajiban perpajakan.
Implikasi Teoretis
Ketimpangan ini konsisten dengan proposisi Moore bahwa legitimasi dan kapasitas operasional yang kuat tidak secara otomatis menjamin penciptaan nilai publik yang optimal apabila tidak disertai strategi eksplisit untuk memperluas jangkauan manfaat kepada konstituen baru. Dalam konteks BMT, hal ini menunjukkan bahwa fokus pada pemeliharaan anggota eksisting yang loyal perlu diimbangi dengan strategi akuisisi anggota baru yang lebih agresif untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang.
Implikasi Praktis
Implikasi praktis dari analisis ini menegaskan perlunya BMT Mawaddah merumuskan strategi eksplisit untuk memperluas keanggotaan secara lebih agresif, mengingat laju pertumbuhan saat ini relatif rendah dibandingkan dengan basis anggota yang sudah sangat besar. Selain itu, koperasi perlu mengevaluasi penyebab penurunan SHU dan mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi maupun perluasan margin. Langkah penting lainnya adalah mempercepat penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bab 24 guna memperbaiki opini audit pada tahun buku berikutnya. Meski demikian, interpretasi ini bersifat indikatif karena hanya didasarkan pada data satu tahun buku, sehingga idealnya perlu dikonfirmasi melalui data pertumbuhan multi-tahun sebelum dijadikan simpulan definitif mengenai arah tren jangka panjang organisasi.
Simpulan Dan Saran
Berdasarkan analisis terhadap Laporan RAT Tahun Buku 2025, dapat disimpulkan bahwa BMT Mawaddah memiliki legitimacy and support yang kuat dan berlapis (hukum, keagamaan, dan kultural), dengan tingkat retensi anggota yang sempurna sebagai indikator kepercayaan konstituen, serta kapasitas operasional (operational capacity) yang secara umum memadai untuk mendukung skala operasi yang dimilikinya, tercermin dari struktur manajerial, jaringan cabang, dan rasio kesehatan keuangan yang relatif sehat. Namun demikian, elemen public value menunjukkan tanda ketimpangan pada dimensi pertumbuhan keanggotaan (0,96%) dan capaian SHU (menurun 8,18%), yang mengindikasikan bahwa Strategic Triangle organisasi belum berada dalam kondisi ideal secara menyeluruh. Opini audit "Wajar Dengan Pengecualian" juga menjadi catatan penting bahwa legitimasi akuntabilitas publik organisasi masih memiliki ruang perbaikan, khususnya terkait penerapan standar akuntansi kewajiban perpajakan.
Penelitian ini menyarankan perluasan lebih lanjut aplikasi Strategic Triangle pada konteks organisasi hibrida berbasis nilai keagamaan di Indonesia, dengan mempertimbangkan penambahan dimensi analitis khusus untuk legitimasi keagamaan yang tidak terdapat pada kerangka aslinya yang berkonteks sektor publik sekuler. Bagi pengurus BMT Mawaddah, disarankan untuk merumuskan strategi eksplisit perluasan keanggotaan yang lebih agresif, misalnya melalui perluasan jaringan cabang ke wilayah baru, pengembangan produk yang menarik segmen anggota baru, atau peningkatan promosi dan sosialisasi, mengingat laju pertumbuhan saat ini relatif rendah dibandingkan basis anggota eksisting yang sudah sangat besar. Selain itu, pengurus juga disarankan untuk mengevaluasi secara mendalam penyebab penurunan SHU dan mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi operasional atau diversifikasi produk pembiayaan yang lebih menguntungkan, serta mempercepat penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bab 24 untuk memperbaiki opini audit pada tahun buku berikutnya, di samping memperkuat sistem pengawasan kepatuhan syariah di tingkat cabang untuk mengurangi kasus penyimpangan penerapan akad yang masih ditemukan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan data longitudinal multi-tahun untuk menguji secara lebih kuat tren pertumbuhan keanggotaan dan keseimbangan Strategic Triangle dari waktu ke waktu, melibatkan triangulasi data melalui wawancara mendalam dengan pengurus, karyawan, dan anggota guna memperkaya interpretasi atas data dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, serta mengembangkan model Strategic Triangle yang dimodifikasi untuk organisasi keuangan syariah berbasis pesantren dengan mempertimbangkan keunikan legitimasi keagamaan dan struktur kulturalnya, dan melakukan studi komparatif antar BMT berbasis pesantren untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan Strategic Triangle dalam konteks yang berbeda.
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